BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenaiPengaturan
Hukum Investasi Asing Menurut Trade-Related Investment Measures (TRIMS)
1994 dan Implementasinya dilndonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum investasi asing menurut TRIMs 1994 pada dasarnya
melarang negara anggota WTO menerapkan kebijakan investasi yang
bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi (National Treatment) dan
larangan pembatasan kuantitatif (Quantitative Restrictions). Ketentuan ini
secara khusus melarang praktik local content requirement, trade
balancing requirement, dan pembatasan impor yang dikaitkan dengan
kegiatan investasi. TRIMs mengatur investasi secara tidak menyeluruh,
hanya berfokus pada aspek perdagangan yang berkaitan langsung dengan
kebijakan investasi. Dengan demikian, negara anggota, termasuk
Indonesia, wajib menyesuaikan kebijakan nasionalnya agar tidak
bertentangan dengan ketentuan GATT 1994 sebagaimana diadopsi dalam
TRIMs.

2. Implementasi ketentuan TRIMs dilndonesia telah dilakukan melalui
harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal,
khususnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dan regulasi turunannya. Dalam kasus penertiban

perusahaan PMA di Bali, tindakan pemerintah berupa pengawasan dan
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sanksi administratif merupakan bagian dari kewenangan negara untuk
menegakkan hukum, bukan bentuk pembatasan investasi yang melanggar
TRIMs. Selama dilakukan secara non-diskriminatif dan sesuai hukum,
kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor kewajiban Indonesia
sebagai anggota WTO.

B. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan
penegakan hukum investasi asing secara substantif, tidak hanya pada
tahap perizinan administratif, tetapi juga pada tahap pelaksanaan kegiatan
usaha. Pengawasan yang efektif akan mencegah penyalahgunaan badan
hukum PMA dan meningkatkan kredibilitas sistem penanaman modal
nasional.

2. Diperlukan konsistensi dan kepastian regulasi dalam bidang investasi
asing, agar Kkebijakan penertiban atau penegakan hukum tidak
menimbulkan persepsi diskriminatif atau ketidakpastian bagiinvestor
asing. Harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah juga perlu
ditingkatkan untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan
hukum investasi.

3. Dalam merumuskan kebijakan investasi ke depan, pemerintah perlu tetap
menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap TRIMs 1994 dan
perlindungan kepentingan nasional. Ruang kebijakan yang masih

diperbolehkan dalam kerangka WTO sebaiknya dimanfaatkan secara
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optimal untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional tanpa
melanggar komitmen internasional.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih
lanjut implementasi TRIMs 1994 dalam konteks kebijakan sektoral
tertentu, sepertiindustri strategis dan kebijakan kandungan lokal, guna
memberikan kontribusi pemikiran yang lebih komprehensif terhadap

pengembangan hukum investasi dilndonesia.
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